




A. Latar Belakang 
Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 
Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota yang 
memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. 
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 
kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan 
memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang 
dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan 
adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari 
pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang 
good governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, 
efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
Masyarakat dan pemerintah dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling 
bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah 
menunju tercapainya tujuan pembangunan nasional.  
Di masa era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur 
negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehingga dapat 
meningkatkan daya saing dalam pemberian layanan baik berupa barang 




terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan 
terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih 
ringkas dan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam pemberian 
dan peningkatan kualitas layanan.  
Pelaku pelayanan umum di Indonesia adalah aparatur negara sebagai 
abdi Negara dan abdi masyarakat yang didalamnya terdapat kelompok yang 
dominan baik dalam hal peran layanannya maupun dalam hal jumlah 
layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan 
umum (Moenir, 2006). Salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 
adalah palayanan publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik 
merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan pemerintah 
yang baik (good governance) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena salah 
satu tolak ukur penyelenggaraan good governance dapat dilihat dari 
terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada 
kepuasan.  
Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan 
terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintah, serta 
membangun tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat 
tercapai dengan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan aparatur 
negara yang berfungsi melayani secara profesionalisme, berdayaguna, 
produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu 




governance). Dalam konteks penerapan prinsip–prinsip good governance 
dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap 
peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara semakin dirasakan dan 
penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada 
terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Tugas pokok dan fungsi aparatur 
pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan 
pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparatur 
berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-
prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan dan 
tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang 
lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku 
administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan 
(fairness), keseimbangan etika dan kearifan/good judgment (Kreismen, 
2002). Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah 
merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh 
pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah dengan 
semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.  
Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi 
mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan 
suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah 
dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kemajuan 




transparansi, akuntabilitas dalam partisipasi masyarakat. Keterpaduan 
system penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi perlu terus 
dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga 
memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah 
yang dianalisis dan dimamfaatkan secara cepat akurat dan aman pada sektor 
kependudukan.  
 Tujuan dari sebuah organisasi mencakup beberapa fungsi, 
diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan 
keadaan dimasa yang akan datang yang senantiasa berusaha dikejar dan 
diwujudkan oleh tujuan organisasi.  Tujuan tersebut menciptakan sejumlah 
pedoman bagi landasan kegiatan organisasi.  Tujuan juga merupakan sumber 
legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi dan tentunya 
eksistensi organisasi itu sendiri. Indonesia di era reformasi saat ini sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang. Untuk melaksanakan 
program-program pembangunan tersebut pemerintah pusat berusaha 
menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Daerah supaya 
pemerataan pembangunan dapat segera tercapai. Untuk menuju ke arah 
tersebut, setiap aparat pemerintah dituntut dápat menyelesaikan tugas-tugas 
pembangunan diberbagai sektor, antara lain : fisik, kependudukan, ekonomi, 
sosial, pemerintahan, dan termasuk pembiayaannya.  
 Pencapaian target dan sasaran organisasi ditentukan oleh 
kemampuan kerja dari seluruh komponen yang terlibat di dalam organisasi 




dan sasaran dimaksud. Untuk pencapaian target dan sasaran secara 
maksimal, pimpinan organisasi berusaha mengoptimalkan seluruh daya dan 
kekuatan yang dimiliki melalui dorongan untuk menciptakan kepemimpinan 
yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, dan motivasi yang tinggi pada 
berbagai seksi dari struktur yang ada. 
Dalam bisnis, ada banyak cara untuk memimpin sebuah perusahaan 
atau instansi karena seorang pemimpin. Para pemimpin yang sukses 
memimpin memiliki integritas, menginspirasi orang-orang dengan visi 
bersama tentang masa depan, menetapkan tujuan dengan jelas dan 
memotivasi bawahanya, berkomunikasi dengan baik kepada para 
bawahannya. Namun kepmimpinan bukanlah satu ukuran cocok untuk 
semua hal, dan gaya dalam memimpin akan bervariasi secara signifikan di 
antara para pemimpin yang sukses. Kepemimpinan memiliki dampak 
langsung pada keterlibatan karyawan yang efektif. Ini penting karena 
karyawan yang terlibat memberikan bisnis keunggulan kompetitifnya. Gaya 
kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah salah satu faktor yang 
memainkan peran penting dalam meningkatkan atau memperlambat minat 
dan komitmen individu dalam organisasi. Dengan demikian, Glantz (2002) 
menekankan perlunya seorang manajer untuk menemukan gaya 
kepemimpinannya. Konsep kepemimpinan mencakup berbagai interpretasi 
yang berbeda mengenai karakteristik pemimpin, perilakunya, dan 




Pemimpin dikategorikan oleh kriteria berbeda dan salah satunya 
adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
meningkatkan kelompok ke arah mendapatkan visi atau seperangkat tujuan. 
Ini adalah salah satu dari kualitas manajerial perusahaan atau organisasi 
yang berinteraksi dengan para pekerja organisasi dan memiliki dampak 
besar pada tingkat perputaran organisasi. Kepemimpinan adalah senjata 
organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diperlukan dan tanpa itu, 
tidak praktis bagi organisasi untuk mencapai target utamanya. Tanpa 
kepemimpinan pelaksanaan tugas dan prestasi mereka tidak mungkin (Veliu 
et. all, 2017). Konsep kepemimpinan telah membangkitkan minat yang 
hidup, perdebatan, dan kebingungan sesekali ketika pemikiran manajemen 
telah berevolusi. Konsep dan definisi kepemimpinan dan gaya dapat berbeda 
dari satu orang, atau situasi, ke yang lain. Kepemimpinan adalah komponen 
kunci dari semua organisasi (Punnett, 2004). Organisasi dibentuk untuk 
mencapai beberapa sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan 
sasaran ini; faktor manusia adalah yang paling penting. Dengan gaya 
kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah suasana kerja yang 
efektif dalam kemampuannya untuk mempengaruhi melakukan tugas 
sehingga akan meciptakan kinerja karyawan yang baik. 
Lingkungan kerja diperdebatkan sangat berdampak pada kinerja 
karyawan baik terhadap hasil negatif atau positif (Chandrasekar, 2001). Di 
dunia, ada organisasi internasional yang memperdebatkan hak-hak 




kehidupannya di dalam lingkungan dalam ruangan, yang sangat 
mempengaruhi status mental, tindakan, kemampuan, dan kinerjanya. Hasil 
yang lebih baik dan peningkatan produktivitas diasumsikan sebagai hasil 
dari lingkungan tempat kerja yang lebih baik. Faktor-faktor seperti 
ketidakpuasan, tempat kerja yang berantakan dan lingkungan fisik 
memainkan peran utama dalam hilangnya produktivitas karyawan.  
Pada 1990-an, faktor lingkungan kerja telah berubah karena perubahan 
dalam beberapa faktor seperti lingkungan sosial, teknologi informasi dan 
cara-cara fleksibel mengatur proses kerja (Hasun & Makhbul, 2005). Ketika 
karyawan secara fisik dan emosi sehat akan memiliki keinginan untuk 
bekerja dan hasil kinerja mereka akan meningkat. Selain itu, lingkungan 
tempat kerja yang tepat membantu dalam mengurangi jumlah ketidakhadiran 
dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pekerja yang mengarah 
pada peningkatan produktivitas di tempat kerja (Boles et al., 2004). 
Lingkungan tempat kerja adalah jumlah keterkaitan yang ada dalam 
karyawan dan lingkungan tempat mereka bekerja (Kohun, 2002). Menurut 
Heath (2006), lingkungan ini melibatkan lokasi fisik serta lingkungan 
sekitarnya, prosedur perilaku, kebijakan, aturan, budaya, sumber daya, 
hubungan kerja, lokasi kerja, yang semuanya mempengaruhi cara karyawan 
melakukan pekerjaan mereka. Kualitas lingkungan tempat kerja berdampak 
pada kinerja karyawan dan kemudian mempengaruhi daya saing organisasi. 
Manajemen lingkungan tempat kerja yang efektif memerlukan membuat 




karyawan sehingga memberikan rasa kebanggaan dan tujuan karyawan 
dalam apa yang mereka lakukan (Humphries, 2005). Karyawan akan selalu 
puas ketika mereka merasakan lingkungan terdekatnya; baik sensasi fisik 
maupun keadaan emosional bersesuaian dengan kewajiban mereka (Farh, 
2012) dan seberapa baik karyawan terhubung dengan lingkungan tempat 
kerja langsung organisasi mereka, mempengaruhi tingkat kesalahan tingkat, 
efisiensi dan inovasi, kolaborasi dengan karyawan lain, ketidakhadiran dan, 
akhirnya retensi mereka (Leblebici, 2012). 
Lingkungan tempat kerja fisik secara kontektual merupakan tata letak 
kantor dan desain sementara faktor psikososial termasuk kondisi kerja, 
keselarasan peran dan dukungan sosial dari pengawas. Kebijakan mencakup 
kondisi kerja karyawan yang berasal dari instrumen industri dan perjanjian 
yang dinegosiasikan dengan karyawan dan serikat pekerja, bersama dengan 
kebijakan sumber daya manusia kami. Lingkungan tempat kerja fisik yang 
lebih baik akan meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya 
meningkatkan produktivitas mereka (Challenger, 2000). Lingkungan tempat 
kerja yang sehat membuat naluri bisnis yang baik dan dicirikan oleh rasa 
hormat yang mendukung keterlibatan karyawan dan menciptakan budaya 
kinerja tinggi yang mendorong inovasi dan kreativitas (Kohun, 2002). 
Organisasi yang dianggap sebagai tempat kerja yang positif akan cenderung 
memiliki keunggulan kompetitif karena mereka berada dalam posisi yang 
lebih baik untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sangat 




pergantian karyawan yang lebih sedikit, lebih sedikit kasus penipuan, 
praktik keselamatan yang lebih baik, lebih mudah untuk menarik dan 
mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan 
kesejahteraan karyawan (Cunnen, 2006). Sehingga kondisi lingkungan yang 
baik akan mampu memingkatkan kinerja setiap karyawannya. 
Karyawan adalah asset yang paling berharga untuk untuk organisasi 
apapun. Para pemimpin sering berfikir dapat memotivasi karyawannya 
tetapi itu adalah kesalahpahaman. Motivasi terjadi karena proses internal 
yang ada dalam diri setiap orang. Pimpinan dapat memberikan motivasi 
pada kondisi kerja kepada karyawan tetapi pimpinan tidak dapat memaksa 
karyawan untuk termotivasi karena setiap orang dalam menimbulkan 
motivasi mempunyai sesuatu hal yang rumit dan sulit diatur. Faktor-Faktor 
yang memotivasi setiap karyawan akan berbeda-beda tergantung dari 
latarbelakang yang dimiliki. Jika pimpinan mampu memahami faktor-faktor 
yang menjadi motivasi setiap karyawan maka akan dapat menciptkanaa 
lingkungan kerja yang baik dimana karyawan dapat memotivasi dirinya 
sendiri. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan tenaga kerja yang 
termotivasi adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas. Sehingga 
karyawan yang bekerja mampu termotivasi dengan baik dan kuat maka akan 
membuat karyawan produktivifitasnya meningkat serta menimbulkan 
kinerja karyawan yang meningkat juga. Menurut Nadeem et.all (2014) yang 
berpendapat bahwa aset yang paling berharga dan mudah berubah dari 




kompeten, berdedikasi dan produktif. Karyawan sendiri merasa menjadi 
kontributor yang efektif dan dengan demikian akan lebih puas dengan 
pekerjaan mereka karena merasa dihargai dalam perusahaan sehingga juga 
memiliki motivasi dalam meningkatkan pekerjaannya tersebut.  Hasil 
penjelasan diatas, peneliti mengambil judul “ Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Bendosari, Kab. 
Sukoharjo”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini pada Kantor Kecamatan Bendosari, Kab. 
Sukoharjo adalah: 
1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? 
2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? 
3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? 
4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 





2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan 
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
4. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja 
dan motivasi kerja. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 
pihak antara lain: 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran yang berarti bagi pihak manajemen dalam pengambilan 
keputusan untuk meningkatkan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 
motivasi dan kinerja karyawan. 
2. Bagi Penulis 
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan teori yang 
berkaitan dengan usaha peningkatan gaya kepemimpinan, lingkungan 
kerja, dan  motivasi terhadap kinerja karyawan.  
3. Bagi Akademisi 
Sebagai bahan refrensi atau rujukan untuk penelitian lanjutan tentang 
masalah sumber daya manusia di masa mendatang. 
